Kata Pengantar

Ketua PTA Maluku Utara dengan Surat Keputusan Nomor : W29-A/ 596/
HK.05/Vili/2017, tanggal 8 Agustus 2017 tentang pembentukan tim Pembinaan dan
Pengawasan pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara Tahun 2017. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan surat tugas Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor : W29-A/705/PS.00/09/2017 tanggal
25 September 2017 telah menunjuk nama-nama seperti tersebut pada awal
penunjukan tersebut untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan
Agama Morotai pada tanggal 9 Oktober s/d 11 Oktober 2017 yang hasiinya dapat
Kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai untuk ditindak lanjuti dan
kepada Ketua PTA Maluku Utara dan Wakil Ketua P"i:A Maluku Utara sebagai laporan.

Pembinaan dan Pengawasan ini pada dasarnya berpedoman kepada
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 080/ SK/
VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 beserta lampiran dan pedoman lainnya. Isi laporan
ini adalah temuan yang kemudian dikoreksi dalam bentuk saran dan perbaikan
sehingga di harapkan Visi dan Misi PTA Maluku Utara dapat terwujud..

Kami telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan tugas dengan baik,
namun disana sini kemungkinan masih ada kekurangan oleh.karena itu mohon di

maafkan.

Semoga bermanfaat untuk semua, Amin.

Sofifi, 16 Oktober 2017.

Tim Pembinaan dan Pengawasan
Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,.

Drs.H. A.Muzakki, S.H.,M.H
Dra.Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H
Hj. Aisah Hi.Malik. SH.MH.
Kahpi Manilet. S.Ag.
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PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan:

1. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama.

2 Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku | dan Buku Il ( Edisi

Revisi ) Tentang Bindalmin.

3. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor : W289-
A/705/PS.00/09/2017 tanggal 25 September 2017 kepada :
1. Drs.H. A.Muzakki, S.H.,M.H (Kordinator)
2. Dra.Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H (Ketua Tim)
3. Hj. Aisah Hi.Malik. SH.MH. MH (Anggota)
4. Kahpi Manilet. S.Ag (Sekertaris)

B. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

1. Adminstrasi Manajemen ;
2. Administrasi Kesekretariatan

3. Administrasi Perkara

C. Tujuan Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil tindak
lanjut hasil temuan pengawasan sebelumnya Sistem Informasi Penyaluran Perkara
( SIPP ) apakah telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan pedoman dan

petunjuk yang berlaku.

D. WMetodoiogi Pengawasan

1. Memeriksa buku register, seluruh jurnal, buku induk keuangan perkara laporan

keadaan perkara dengan cara mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai
’ dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan
buku Il dan buku IV Tentang Tatalaksana Pengawasan (Buku Hitam).




2. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, meneliti administrasi
Manajemen, Admnistrasi Kesekretariatan dan Administrasi Kepaniteraan
dalam kaitan dengan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ( SAPM ) serta

penerapan hukum acara.

E. Petugas Pengawasan dan Jangka waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Maluku Utara Nomor .W28-A/ 705/ S.00/ 09/ 2017 tanggal 25 September
2017. Ditunjuk masing-masing:

H ] Nama/ Nip Pangkat/Gol. . Jabatan
Ruang

1. | Drs.H.A. Muzakki, M.H. Pembina Utama Hakim Utama/Wakil Ketua
19550115 1983303 1 003 (IV/e) PTA.MALUT.selaku Kordinator

2. | Dra.Hj.Fatiamah Adam, S.H .M.H | Pembina Utama | Hakim Utama/Hakim Tinggi
19541020 198203 2003 Madya (IV/d PTA . MALUT. selaku Ketua Tim

3. | Hj.Aisah Hi. Malik, S.H.M.H Pembina (1V/a) | Panitera Muda Hukum PTA.
19560809 197903 2 003 MALUT. selaku Anggota

4. | Kahpi Manilet, S.Ag Pembina (IV/a) | Kabag Umum dan Keuangan
19720718 200012 1 001 PTA.MALUT. selaku sekretaris

Melaksanakan tugas Pengawasan di Pengadilan Agama Morotai Selama 3

( tiga hari ) dari tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017.




BAB i
HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim, maka di temukan
hal-hal sebagai berikut :

A_ADMINISTRASI MENAGEMEN:

1. KONDISI;
Belum ada Instrumen pendukung untuk seluruh bidang administrasi menagemen.
KRITERIA:
Kordinator tim yang ditunjuk seharusnya sudah bekerja dan dapat menyiapkan selurun
instrument administrasi menagemen.
SEBAB;
Masih dalam proses pembuatan dan segera akan di plenokan dengan Pimpinan dan
seluruh tim terkain.
AKIBAT;
Semua instrument administrasi menagemen belum tersedia dan tersaji.

2. KONDISI;
Panjar biaya perkara minimal untuk perkara Cerai Talak, Cerai Gugat dan Permohonan
tidak ditempel di papan pengumuman atau dibuatkan banner.
KRITERIA;
Menagemen akuntabilitas biaya perkara adalah untuk memenuhi pelayanan
masyarakat dan diharapkan masyarakat mengetahui berapa biaya perkara yang
dibutuhkan dan dibayarkan kepada Pengadilan termasuk melalui Bank.

SEBAB;

Belum sempat ditempel dipapan pengumuman atau dibuatkan banner yang bagus.
AKIBAT;

Masyarakat tidak mendapat ekses untuk mengetahui beberapa jumliah biaya perkara
yang harus dibayarkan dan dikeluarkan.

3. KONDISI;

SK Panjar Biaya perkara nomor W29-A4/101/Hk.05/ | /2017 tanggal 09 Januari 2017

tertulis sebagai berikut :

- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon dan Termohon sebesar
Rp.130.000,- akan tetapi penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon
dan Termohon naik menjadi Rp.200.000,- terjadi selisih sebesar Rp.70.000,- bahkan
hanya penyampaian kepada Kelurahan sebesar Rp.200.000,- sehingga terjadi
selisih sebesar Rp.135.000,-

- Biaya proses yang dikirim ke PTA untuk perkara banding sebesar Rp.200.000,-
terjadi selisih sebesar Rp.50.000,-

- Biaya proses yang dikiirim ke MARI untuk Kasasi sebesar Rp. Rp.600.000,-

- Biaya proses yang dikirim ke MARI untuk PK sebesar Rp.2.600.000,-sehingga terjadi
selisih masing-masing sebesar Rp.100.000,-




KRITERIA :

Komponen panjar biaya perkara untuk diketaui dan diakses oleh masyarakat serta

untuk dipertanggungjawabkan oleh karena itu harus ada sinkronisasi antara

komponen satu dengan lainnya.

Demikian pula besarnya panjar biaya bading, kasasi dan PK harus sesuai dengan

PERMA NOMOR 2 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 03 Tahun 2012. Adapun

kelebihan biaya proses untuk banding, kasasi dan PK dapat dipergunakan untuk

ongkos pengiriman biaya banding, kasasi dan PK tentu disesuaikan radius karena
komponen tersebut tidak tercantum dalam panjar biaya perkara.

SEBAB :

Kurang cermat dan tidak diteliti ulang dalam menentukan panjar biaya perkara

dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

AKIBAT :

- Biaya penyampaian Berita Acara Penyitaan ada selisih sebesar Rp 70.000,-
dan biaya penyampaian Berita Acara Penyitaan Kelurahan setempat ada
selisih Rp 135.000,- ’

- Biaya proses banding ada selisih sebesar Rp 50.000,- sedang kasasi dan PK
masing-masing sebesar Rp 100.000,-

B. ADMINISTRASI KEPANITERAAN

1. Kondisi :
Belum dibuat SOP tentang prosedur pelayanan mediasi secara tersendiri.
Kriteria :
Seharusnya dibuat SOP tentang Prosedur pelayanan mediasi sebagai acuan
untuk pelayanan yang terukur sehingga memudahkan prosedur dan control
pelaksanaannya ( lihat : Peraturan Sekma No. 002 Tahun 2012 jo. Per Menpan
No. 35 Tahun 2012).
Sebab :
Panduan pembuatan SOP khusus pelayanan mediasi terdapat dalam program
sistem akreditasi yang baru dilaksanakan.

Akibat :
Pelayanan mediasi tidak teridentifikasi secara tertib dan menyulitkan
pengawasannya.

2. Kondisi :

Belum disiapkan instrument pernyataan bahwa perkara perlu dimediasi dan para
pihak memahami proses mediasi yang dijelaskan oleh Ketua Majelis, sekaligus
menyampaikan nama mediatornya yang ditunjuk.

Kriteria :

Seharusnya dibuat instrument yang memuat perlunya perkara di mediasi dan
pernyataan bahwa para pihak telah memahami prosedur mediasi dan




mempersilahkan menghadap mediator yang ditetapkan pada tempat yang
ditentukan (Lihat : Perma No. 1 Tahun 2016).

Sebab :

Belum memahami perlunya diadakan SOP khusus tentang instrument yang
menyatakan suatu perkara perlu dimediasi.

Akibat :

Mediasi dilakukan jika para pihak secara materil hadir dalam persidangan tanpa
instrument bahwa perkara tersebut perlu dimediasi.

. Kondisl :

Belum dibuat laporan mediasi secara berkala setiap bulan dan tahunan.

Kriteria :

Seharusnya dibuat laporan mediasi secara berkala setiap bulan dan pada akhir
tahun.

Sebab : -

Petunjuk pelaporan secara berkala setiap bulan belum diatur secara resmi.
Akibat :

Pelaporan mediasi tidak tertib sebagaimana mestinya.

. Kondisi :

Belum dibuat SOP tentang Prosedur layanan penundaan sidang,

Kriteria :

Untuk pengaturan penundaan persidangan, perlu dibuat SOP tentang penundaan
sidang (lihat : Per Sekma No. 002 Tahun 2012 jo. Per Menpan No. 35 Tahun
2012).

Sebab :

SOP khusus tentang prosedur layanan penundaan sidang diatur dalam Sistem
Akreditasi Penjaminan Mutu yang sebelumnya tidak diatur secara khusus.
Akibat :

Penundaan sidang hanya berdasar perintah dalam Berita Acara Sidang, dan
instrumen penundaan yang disediakan.

. Kondisi :

Belum dibuat SOP tentang prosedur pemanggilan saksi.

Kriteria :

SOP tentang prosedur pemanggilan saksi yang tidak bersedia hadir sendiri atau
atas permintaan pihak perlu dibuat untuk menjadi panduan (lihat: Per Sekma No.
002 Tahun 2012).

Sebab :

SOP prosedur pemanggilan saksi diatur dalam Sistem Akreditasi Penjaminan
Mutu (SAPM) yang sementara dilaksanakan.




Akibat :

Pemanggilan saksi yang tidak mau hadir atau atas permintaan pihak, hanya
dimuat dalam Berita Acara Sdang sekaligus menjadi dasar bagi Juru Sita
melakukan pemanggilan.

. Kondisi:

Belum di sediakan instrument perintah pemanggilan saksi yang tidak mau hadir
dalam persidangan.

Kriteria :

Instrumen pemanggilan saksi yang tidak mau hadir dipersidangan atau atas
permintaan pihak yang memerlukan perlu dibuat/disediakan (lihat : Psl 165, 166
dan 167 RB.g).

Sebab :

Instrumen khusus tentang pemanggilan saksi itu baru diatur dalam Sistem
Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Akibat :

Pemanggilan saksi yang tidak mau hadir sendiri dipersidangan dilakukan tanpa
instrument khusus, tetapi hanya berdasar perintah majelis hakim yang dimuat
dalam Berita Acara Sidang.

. Kondisi :

Belum dibuat register pencatatan saksi yang dipanggil secara khusus.

Kriteria :

Seharusnya dibuat register khusus untuk mencatat saksi yang dipanggil hadir
dalam persidangan sesuai SK Dirjen Badilag tentang register pencatatan saksi).
Sebab :

Register pencatatan saksi yang dipanggil merupakan panduan baru dalam
Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu.

Akibat :

Jika ada saksi yang akan dipanggil tidak ada pencacatan khusus, tetapi hanya
tercantum dalam Berita Acara Sidang.

. Kondisi :

Belum disediakan instrument permintaan bantuan pemeriksaan saksi ke
Pengadilan Agama lain wilayah tempat tinggal saksi.

Kriteria :

Seharusnya disediakan instrument bantuan pemeriksaan saksi sekaligus
pengiriman biayanya ke Pengadilan Agama lain yang mewilayahi tempat tinggal
saksi (Lihat : Per Menpan No. 35 Tahun 2012).

Sebab :




Instrumen khusus bantuan saksi merupakan petunjuk baru sesuai Sistem
Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Akibat :

Jika ada bantuan pemeriksaan saksi sesuai perintah majelis hakim hanya
menyurat ke Pengadilan Agama tersebut disertai pengiriman biaya sesuai radius
Pengadilan Agama setempat.

9. Kondisi:
Belum dibuat register khusus permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari
Pengadilan Agama lain yang bermohon bantuan pemeriksaan.
Kriteria :
Seharusnya dibuat register khusus permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari
Pengadilan Agama lain (lihat : SK. Dirjen badilag).
Sebab :
Instrument bantuan dari Pengadilan Agama -lain untuk pemerisaan saksi belum
dibuat secara khusus.
Akibat :
Jika ada permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari Pengadila Agama lain
hanya ditangani langsung oleh Panietara untuk proses pemanggilan dan sidang
pemeriksaannya oleh Majelis Hakim.
10.Kondisi :
Perkara No. 4/Pdt.G/2017/PA.Mortb gugatan harta bersama, pihak tergugat
sudah dipanggil dengan sah untuk sidang pertama, dan sidang kedua tidak
pernah hadir, lalu dipanggil lagi tergugat untuk ketiga kalinya.
Kriteria :
Panggilan yang sudah sah (patut dan resmi) kepada pihék tergugat, namun tidak
pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim kuasanya, sudah dapat
dijatuhkan putusan verstek. Tetapi untuk perkara harta bersama dapat
dilanjutkan untuk pemeriksaan setempat dalam rangka pengambilan keputusan
yang akurat.
Sebab :
Majelis hakim belum mematuhi proses atau hukum acara yang benar.
Akibat :
Proses penyelesaian perkara menjadi lama atau tidak sesuai asaz sederhana.
11.Kondisi :

Terdapat perkara tahun 2017 masing-masing No.4, 6, 45 dan 68 yang penulisan
biaya perkara dalam perincian biaya hanya ditulis dalam angka dan tidak
dituliskan jumlah biaya dalam huruf dibelakang angka.

Kriteria :

Selain jumlah biaya ditulis dalam angka, harus ditulis juga dalam huruf.




Sebab :

Panitera atau pegawai yang mengetik kurang hati-hati dan Majelis Hakim dalam
hal ini lalai mengoreksi.

Akibat :

Penulisan tidak ada keseragaman sebagaimana petunjuk yang baku.

12.Kondisi :
Terdapat perkara No. 68/Pdt.G/2017/PA.Mortb yang telah diarsipkan, namun
penetapan ikrar talak belum dijahit dengan rapi.
Kriteria :
Berkas perkara harus rampung, termasuk penetapan ikrar talak harus dijahit rapi
lalu diarsipkan pada tempat yang disediakan.
Sebab :
Panitera yang menangani lalai menjahit/merapikan penetapan ikrar talak.
Akibat : L
Berkas perkara pada bundle arsip tidak rapi sebagaimana mestinya.

13.Kondisi :
Terdapat perkara No. 117/Pdt.G/2016/PA.Mortb. Tanggal 20 Februari 2017.
Putusan banding No. 11/Pdt.G/2017/PTA.MU. Pada tingkat pertama pemeriksaan
kepada pihak tergugat menanyakan hal diluar pokok perkara dalam gugatan
tentang utang sehingga menimbulkan jawaban lain yang sesungguhnya harus
dirumuskan dalam bentuk rekonvensi.
Kriteria :
Jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara itu harus mengacu dan
terkait langsung dengan pokok sengketa, apabila terdapat jawaban yang
berbeda, maka sebaiknya diarahkan pada gugatan balik (rekonvensi).
Sebab :
Majelis Hakim belum memedomani hukum proses dengan baik dan benar,
termasuk dalam membedakan antara jawaban yang disertai tambahan
keterangan atau persyaratan yang harus dikesampingkan dan gugatan balik
(rekonvensi) yang harus dirumuskan secara tersendiri dalam Berita Acara
Sidang.
Akibat :
Pemeriksaan perkara menjadi tidak pokus dan pada memori banding yang
diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dijadikan salah satu materi
keberatannya, padahal keberatan itu tidak termasuk pokok sengketa yang diadili
dalam proses Pengadilan Agama tingkat pertama.

14.Kondisi :
[ Belum dibuat SOP tentang layanan Informasi.




Kriteria :

Seharusnya dibuat SOP layanan Informasi sebagai panduan dalam layanan
Informasi tersebut. (sesuai Persekma No,002 thn 2012).

Sebab :

Sebab petugas yang ditunjuk untuk menangani layanan Informasi telah
merangkap tugas sehingga terlambat membuat SOP.

Akibat :

SOP Layanan Informasi belum dibuat.

15.Kondisi :
a. Belum dibuat SOP tentang prosedur layanan Pos Bantuan Hukum. (sesuai
-~ PERSEKMA No,002 thn 2012).

b. Bagan Layanan Pos Bantuan Hukum belum dibuat. (Lihat Permenpan Nomor
35 Tahun 2012).

c. Sk.Ketua Pengadilan Tentang Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Pos
Bantuan hokum belum dibuat (Lihat PERMA No. 1 Tahun 2014 dan Surat
Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/ Dja/ Hk.00/ 111/2014).

d. Kontrak antara Pengadilan Agama dengan Organisasi bantuan Hukum belum
ada. (Lihat PERMA No. 1 Tahun 2014 . dan Surat Edaran Dirjen Badilag
Nomor 0508.a/Dja/Hk.00/111/2014).

e. Register Layanan Bantuan hukum, Laporan pelayanan Bantuan Hukum dan
Evaluasi pelaksanaan bantuan Hukum oleh Pengadilan Agama belum
disediakan (Lihat PERMA No. 1 thn2014, dan Surat Edaran Dirjen Badilag
Nomor 0508.a/Dja/ Hk.00/111/2014).

Kriteria :

Seharusnya dibuat : R

a. SOP sebagai panduan dalam layanan Pos Bantuan Hukum sesuai
PERSEKMA No0.002 thn 2012). ,

b. Bagan Layanan Pos Bantuan Hukum, (Lihat Permenpan Nomor 35 tahun
2012).

c. Sk.Ketua Pengadilan Tentang Penggunaan ruangan danperlengkapan Pos
Bantuan hukum, (Lihat PERMA No. 1 Tahun 2014 . dan Surat Edaran Dirjen
Badilag Nomor 0508.a/ Dja/ Hk.00/ 111/2014).

d. Kontrak antara Pengadilan Agama dengan Organisasi bantuan Hukum, (Lihat
PERMA No. 1 Tahun 2014. dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/
Dja/ Hk.00/ 111/2014).

e. Register Layanan bantuan Hukum (Lihat PERMA No. 1 Tahun 2014 dan Surat
Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/ Dja/ Hk.00/ 111/2014).

Sebab :

Belum dibuat SK.Ketua Pengadilan Agama Tobelo tentang Penggunaan ruangan

dan Perlengkapan Pos Bantuan Hukum.




Akibat :
Belum terlaksananya Pelayanan Pos Bantuan Hukum,

16.Kondisi :
w7 Belum dibuat SOP tentang Prosedur pelayanan Perkara Ekonomi Syar'iah yang
' memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana
belum dibuat.
Kriteria :
Seharusnya dibuatkan SOP tentang prosedur pelayanan perkara Ekonomi
Syariah tersebut tanpa menunggu ada perkara yang masuk. (Lihat Persekma
No,002 thn 2012 dan Permenpan No.35 thn.2013).
Sebab :
Tidak ada yang mengajukan perkara Ekonomi Syariah.
Akibat :
Tidak diketahui SOP tentang prosedur Pelayanan Perkara tersebut.

17.Kondisi :

a. Belum dibuat Instrumen pemeriksaan Kelengkapan Gugatan sederhana
(Lihat Perma No 14 thn 2016 dan Perma No. 2 Thn 2015).

b. Instrumen taksiran panjar biaya perkara. ( Lihat Buku Il, Perma No.2 thn 2015
dan PERMA No 14 thn 2016).

c. Instrumen pemanggilan penggugat dan tergugat.(lihat pasal 159 HIR/Pasal
186 R.Bg).

d. Instrumen penetapan hari sidang. ( Lihat pasal 11 Perma No 2 thn 2075).

Kriteria :

Seharusnya Instrument -Instrumen tersebut tetap dibuat tanpa menungguperkara

yang masuk.

Sebab : ,

tidak ada pendaftaran tentang perkara Ekonomi Syariah,

Akibat :

Belum disediakan Instrumen-instrumen tersebut.

18.Kondisi : .

Berkas perkara banding, Kasasi, PK yang dikirim sering terdapat kekurangan
kekurangan berkas.baik berkas Bundel A. maupun Bundel B.

Kriteria :

Seharusnya berkas-berkas tersebut dilengkapi sesuai petunjuk bundel A dan B
juga pengiriman dokumen Elektronik, olehnya itu berkas perkara yang akan
dikirim sebaiknya diteliti terlebih dahulu agar tidak terdapat kekurangan-
kekurangan berkas, kemudian petugas yang ditunjuk harus tidak bosan-bosan
membuka aplikasi SIMBAB (Sistem Monitoring Berkas Perkara Perdata Agama),




agar lebih memudahkan apabila terjadi kekurangan berkas. (lihat Buku Il dan
SEMA Nomor 1 thn 2014).

Sebab :

Petugas yang ditunjuk periu ada ketelitian dan Pejabat yang terkait harus mericek
kembali berkas perkara tersebut.

Akibat :

Belum tercapainya standarisasi penyelesaian Administrasi Perkara.

198.Kondisi

55 SOP tentang Prosedur pelayanan mohon bantuan Eksekusi ke Pengadilan
' Agama lain belum dibuat.

Kriteria :

Seharusnya dibuatkan SOP tentang Prosedur pelayanan mohon bantuan,
Eksekusi ke Pengadilan Agama lain. (Lihat Persekma No,02 Thn 2012 dan
Permenpan No.35 Thn.2013). ’

Sebab :

Belum ada pelayanan mohon bantuan Eksekusi ke pengadilan Agamalain.
Akibat :

Belum dibuatnya SOP tersebut.

20.Kondisi :
Belum dibuat :
a. Instrumen Eksekuisi obyek sengketa yang berada diwilayah Pengadilan

Agama lain.

b. Intrumen perintah permohonan Eksekusi Pengadilan Agama lain.
¢. Instrumen Perintah Pemberitahuan pelaksana Eksekusi kepada pihak-pihak.
Kriteria :
Seharusnya dibuat Instrumen tersebut untuk menjaga — jaga jangan sampaiada
permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama lain. ( Lihat Pasal 192 ayat (2)
HIR/Pasal 206 ayat (2) R.Bg. dan Buku Il) dan (pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg),
dan SEMA nomor 5 tahun 1999, SEMA Nomor 7 Tahun 2001.
Sebab :
Belum ada bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain.
Akibat :
Belum disediakan Instrumen-Instrumen tersebut.

21.Kondisi :
- Instrumen Berkas perkara BHT belum dibuat.
- Instrumen daftar isi rak atau almari arsip belum dibuat.
- Instrumen daftar Isi Box berkas perkara belum dibuat.
Kriteria:




Seharusnya berkas yang sudah BHT segera dibuat Instrumen-Intrumennya agar
muda terkontrol. (Lihat Pola Bindalmin dan Buku II).

Sebab:

Petugas yang ditunjuk kurang teliti disamping kurangnya kerja sama yang baik
dengan petugas yang terkait lainnya.

Akibat:

Insrumen-Instrumen tersebut tidak dibuat.

22.Kondisi:
Instrumen Syarat pendaftaran Surat Kuasa Khusus belum dibuat.
Kriteria:
Instrumen tersebut harus dibuat agar mudah terkontrol (sesuai Buku Il MA).
Sebab :
Instrumen tersebut sangat memudahkan para pencari keadilan untuk
mendaftarSurat Kuasa di Pengadilan.
Akibat
Pendaftaran Surat Kuasa tidak tepat waktu .

Tentang Register :
23.Kondisi :
Register laporan Pengaduan masyarakat belum disediakan.
Kriteria :
Perlu dibuat register pengaduan tersebut (Sesuai PERMA No.9 thn 2016 tentang
pedoman penanganan Pengaduan).
Sebab :
Tidak terkontrol dan kurang kerja sama yang baik dengan petugas terkait
lainnya, karena register juga termasuk bukti otentik periu dibuat walaupun belum
ada laporan pengaduan.
Akibat :
Tidak tersedianya Buku Register Laporan Pengaduan.

24.Kondisi :
é ~ Belum dibuat SOP Prosedur pelayanan permohonan Percerian dari PNS dan
©TNL '
Kriteria :
Perlu dibuat SOP tentang permohonn perceraian PNS dan TNI (Lihat Persekma
No.02 Thn 2012 dan Permenpan No.35 thn 2012).
Sebab :
Petugas sementara membuat SOP tersebut namun belum final.
Akibat :
Belum finalm SOP Permohonan Pelayanan PNS dan TNL.




25.Kondisi :
Belum disiapkan Buku Register Pegawai PNS atau TNI, Instrumen bukti
penyerahan kebolehan atau tidak boleh dari atasan Penggugat/Pemohon atau
Tergugat/Termohon.
Kriteria :
Harus dibuat tanpa menunggu perkara yang masuk dan jangan terpengaruh
tentang ada regulasinya atau tidak.
Sebab :
Petugas belum menyediakan instrument-instrumen tersebut.
Akibat :
TidaK tersedia Buku Register PNS atau TNI dan Instrumen-instrumen bukti
penyerahan kebolehan atasan Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon.

C. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Kondisi ;
Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja Serta Standar Kompetensi manajerial
belum dibuat
Kriteria ;
Harus ada kejelasan persyaratan kompetensi seluruh pegawai (lihat : Perka BKN
No 7 Tahun 2013, Perka BKN No 8 Tahun 2013, Permenpan No 25 tahun 2016)
Sebab ;
Belum memahami cara membuat analisis beban kerja serta Standar Kornpetensi
manajerial tersebut
Akibat ;
tidak dapat diketahui seberapa besar beban kerja relatif dari seorang pegawai,
suatu jabatan (pekerjaan), suatu unit kerja (seksi, bagian), bahkan organisasi
secara keseluruhan.

2. Kondisi ;
Analisis kebutuhan pegawai, Usulan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai belum
dibuat

Kriteria;

seharusnya dilakukan analisis kebutuhan tendga sesuai dengan kebutuhan dan
pelayanan yang disediakan (Lihat : Perka BKN No 12 tahun 2011, Kepmenpan
No 75 tahun 2004)

Sebab ;

Belum memahami cara membuat Analisis kebutuhan pegawai tersebut

Akibat ;




Tidak diketahui secara konkrit jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan
oleh Pengadilan Agama Morotai untuk mampu melaksanakan tugasnya secara
berdayaguna, berhasilguna, dan berkesinambungan.

. Kondisi ;

Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana
pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut

Kriteria;

Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang
dipersyaratkan (UU No 50 tahun 2009, KMA 143 tahun 2007).

Sebab ;

Belum pernah membuat analisis kebutuhan pegawai, jadi belum ada evaluasi
Akibat ;

Tidak ada data hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga/pegawai.

. Kondisi ;

Bukti pelaksanaan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab
kepada seluruh pegawai belum ada.

Kriteria ;

Ada kegiatan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab kepada
seluruh pegawai (Pedoman Instrumen SMM)

Sebab ;

Belum pernah melaksanakan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan
tanggung jawab kepada seluruh pegawai

Akibat ;

Kurangnya rasa tanggung jawab dari Pegawai dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing. :

. Kondisi ; A

Bukti Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Potensi Kemampuan Sumber
daya Manusia

Kriteria ;

Terdapat pemantauan dan pengukuran potensi kemampuan sumber daya
manusia (lihat : PP. No. 46 tahun 2011, PP. No. 11 tahun 2017, Perka BKN No. 1
tahun 2013)

Sebab ;

Belum pernah melaksanakan Pemantauan dan Pengukuran Potensi Kemampuan
Sumber daya Manusia

Akibat ;

Potensi kemampuan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Morotai tidak
dapat diukur.




6. Kondisi ;
Persyaratan kompetensi seluruh pegawai, rencana pengembangan kompetensi
pegawai (TNA), Usulan Pengembangan Pegawai
Kriteria ;
Ada rencana pengembangan pegawai sesuai dengan standar kompetensi (PP
No 101 tahun 2000, PP. No. 11 tahun 2017, KMA 143 tahun 2007)
Sebab ;
Belum dibuat rencana pengembangan pegawai sesuai dengan standar
kompetensi
Akibat ;
masih ada pegawai yang belum mengikuti diklat, baik diklat untuk pengembangan
karier maupun diklat untuk pengembangan kompetensi.

7. Kondisi ;
Bukti evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan kehadiran pegawai, Buku
Peringatan Lisan, Formulir Peringatan Tertulis, Pernyataan tidak puas,
Penurunan Jabatan, Penundaan KGB dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian
Tidak Hormat
Kriteria ;
Terdapat evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan kehadiran pegawai (PP.
No. 11 tahun 2017 Pasal 229, Perma No 7 tahun 2016, Perma No. 8 Tahun
2016, KMA No 071 tahun 2008, KMA No 069 tahun 2009)
Sebab ;
Belum pernah ada teguran lisan dari atasan langsung
Akibat ;
tidak adanya bukti evaluasi dan tindak lanjut Hasil pemantauan kehadiran
pegawai.

8. Kondisi; .
Belum dibuat Rencana Pemeliharaan BMN, Realisasi Pemeliharaan BMN, Kartu
Kendali Pemeliharaan BMN
Kriteria ;
Terdapat pelaksanaan pemeliharaan BMN (PMK 120 Th 2007)
Sebab ; .
Belum memahami perlunya dibuat rencana pemeliharaan, realisasi pemeliharaan
dan kartu kendali pemeliharaan BMN.
Akibat ;
tidak diketahui jadwal, realisasi dan riwayat pemeliharaaan dari BMN tersebut.

9. Kondisi ;
Belum dibuat Laporan Pengawasan BMN.
Kriteria ;




Terdapat Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN secara berkala (PMK
No. 120 Tahun 2007, PMK No. 83 Tahun 2016, Persekma No. 23 Tahun 2016,
PMK No. 244 Tahun 2012, PMK No. 52 Tahun 2016, Perdirjen 3/KN/2013)
Sebab ;

Belum dibuat Laporan Pengawasan BMN secara berkala

Akibat ;

Tidak diketahui kondisi BMN terakhir.

10.Kondisi ;

1.

Belum ada jadwal kegiatan kehumasan dan keprotokolan

Kriteria ;

Terdapat rencana kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan (UU No 9 tahun 2010,
PP No 62 Tahun 1990, KMA No 143 tahun 2007, Perma No 7 tahun 2015)
Sebab ;

Belum dibuat sk tim keprotokolan

Akibat ;

belum ada tim khusus yang mangatur acara resmi yang meliputi Tata Tempat,
Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara,
pemerintahan, atau masyarakat.

Kondisi;

Belum ada Sertifikat pelatihan profesi keamanan

Kriteria ;

Terdapat bukti keahlian petugas keamanan (KMA 143 thn 2007),

Sebab ; 1

Petugas keamanan belum pernah mengikuti pelatihan profesi keamanan
Akibat ; A

Petugas keamanan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

12.Kondisi;

Belum ada SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan.

Kriteria ; )

Terdapat Prosedur/ mekanisme pemeliharaan lingkungan dan keamanan (KMA
143 Tahun 2007),

Sebab ;

Belum Dibuat SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan

Akibat ;

Tidak adanya SOP yang digunakan oleh petugas dalam melaksanakan
pemeliharaan lingkungan dan keamanan.




13.Kondisi ;
Belum ada Sertifikat/Piagam pelatihan profesi Kepustakaan
Kriteria ;
Terdapat bukti keahlian petugas perpustakaan (KMA 143 thn 2007, UU. No. 43
tahun 2007 Pasal 27, PP No. 24 tahun 2014 Pasal 31-Pasal 35)
Sebab ;
Petugas yang sudah pernah mengikuti pelatihan tentang kepustakaan sudah
mutasi ke PTA.
Akibat ;
Pengelolaan perpustakaan belum dilaksanakan secara maksimal.

14.Kondisi ;
Sebagian buku belum ada katalog/E-Katalog, kartu peminjaman, dan Kartu
Anggota perpustakaan belum ada serta penataan buku di lemari masih ada yang
ditumpuk ;
Kriteria ;
Terdapat pengelolaan administrasi perpustakaan (KMA 143 thn 2007, UU. No. 43
tahun 2007 Pasal 18-19),
Sebab ;
Petugas yang ada belum pernah mengikuti pelatihan tentang kepustakaan
karena baru menggantikan petugas lama yang sudah pindah ke PTA
Akibat ;
Pengelolaan administrasi perpustakaan belum dilaksanakan secara maksimal.

15.Kondisi ;
Dokumen renstra sudah ada, namun belum sesuai standar berbasis kinerja,
masih berbasis anggaran
Kriteria ; ,
Terdapat review atas penetapan rencana strategis (renstra) dengan berbasis
kinerja (Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 6)
Sebab ;
Masih mengikuti yang lama dan belum pernah direview
Akibat ; X
Renstra masih berbasis anggaran karena belum direview dengan berbasis kinerja
dan disesuaikan dengan manual mutu, konteks organisasi, kebijakan mutu dan
sasaran mutu

16.Kondisis ;
Tidak ada daftar hadir dan notulen rapat dalam penyusunan Rencana kerja dan
anggaran tahunan sebagai bukti keterlibatan semua unsur pimpinan dalam
penyusunan tersebut




Kriteria ;

Terdapat keterlibatan unsur pimpinan dalam setiap perubahan rencana kerja dan
anggaran (IPP No 90 Tahun 2010 Pasal 4, PMK No 143 Tahun 2015 Pasal 2,
Pasal 7)

Sebab ;

Hanya disusun oleh beberapa orang saja

Akibat ;

Masih ada unsur pimpinan yang tidak mengetahui rencana kerja dan anggaran.

17.Kondisi ;
Tidak ada daftar hadir dan notulen rapat dalam penyusunan Pembahasan
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kriteria ;
Terdapat Pembahasan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perpres No 29
Tahun 2014 Pasal 10, Permenpan No 12 Tahun 2015, Kepsekma No
20A/SEK/SK/IV/I2016
Sebab ;
Hanya disusun oleh beberapa orang saja
Akibat ;
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun tidak diketahui oleh semua
pegawai.

18.Komdisi ;
Tidak ada daftar hadir dan notulen rapat dalam Kegiatan Review Terhadap
Dokumen SAKIP
Kriteria ; y
Terdapat kegiatan review terhadap dokumen SAKIP (Perpres 29 tahun 2014
Pasal 28-29, PMK no 136 thn 2014, Permenpan No. 53 tahun 2014)
Sebab
Belum pernah dibuat tim review
Akibat ;
belum ada review atas SAKIP pengadilan Agama Morotai

19.Kondisi ;
Tidak ada dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP oleh Tingkat
Banding
Kriteria ;
Terdapat tindak lanjut hasil evaluasi dokumen SAKIP oleh Tingkat Banding
(Kepsekma No 20A Tahun 2016)
Sebab ;
Belum paham




sil evaluasi dari PTA belum ditindak lanjuti yang masih kurang dan harus
ibenahi.

disi ;

ada SOP Pengelolaan Tl

erdapat prosedur/mekanisme pengelolaan Ti (KMA 143 thn.2007, UU No.
11 thn. 2008)

Sebab :
zlum dibuat.
ibat;
Tidak ada prosedur / mekanisme dalam pengelolaan Ti




BAB il
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Tingkat kemampuan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Morotai
sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 mencapai 80 %, ini masih periu
ditingkatkan agar sisa perkara setiap bulannya lebih sedikit ;
2. Pertanggung jawaban keuangan pihak ketiga telah dicatat pada buku induk

keuangan perkara, buku jurnal keuangan perkara , kemudian penyimpanan
uangnya sebagian besar di bank BRI cabang Morotai. Dan sisanya disimpan
pada brankas Pengadilan Agama Morotaio.

3. Penanganan perkara, sejak dari pendaftaran perkara, pemeriksaan perkara
dalam persidangan, serta penyampaian putusan kepada para pihak, secara
umum sudah berjalan dengan baik, hanya ada kekurangan — kekurangan yang
periu dibenahi / ditambah,

4. Pengisian buku — buku yang berkaitan dengan administrasi perkara sudah baik,
namun masih di temukan beberapa kekurangan,

5. Dalam hal Administrasi Penunjang ( Administrasi Umum, Administrasi
Kepegawaiaan dan Administrasi Keuangan ) secara umum juga baik, namun
masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan .

B. Rekomendasi {
Merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara baik
langsung maupun melalui Wakil Ketua PTA Maluku Utara selaku Koordinator

Pembinaan dan Pengawasan untuk :

1. Hasil pengawasan agar dijadikan pedoman pelaksanaan tugas dan
mempertahankan Acapaian pelaksanaan tugas sekarang ini dan untuk dimasa
yang akan datang kepada Pimpinan serta Hakim Pengawas Bidang secara terus
menerus melakukan Pemantauan dan Pengawasan.

2. Masih banyak perlu dibuat Standard Operating Procedure (SOP) agar ada
kebersamaan dalam pelaksanaannya kalau perlu dilakukan simulasi atau Diklat
Ditempat Kerja ( DDTK)) ;




1.

3.

3. Dalam perjalanan berkas perkara peralihan berkas dari satu petugas ke
petugas lainnya perlu dibuat ekspedisi masing-masing untuk memudahkan
pencarian berkas atau penulusuran perjalanan berkas.

Demikian laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh tim pengawas
di Pengadilan Agama Morotai, yang dilaksanakan dari tanggal 9 Oktoberi s/d 11
Oktober 2017, dengan harapan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar
pengambil kebijakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

Tobelo 11 Oktober 2017
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